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RINGKASAN

Berdasarkan perkembangan hubungan ekonomi, terutama dibidang
usaha dan perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di Indonesia
tidak dapat dihindarkan. Indonesia harus membenahi peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi melalm penyusunan
produk-produk hukum atau pembaruan hukum yang sudah ada dan sangat
dibutuhkan untuk memberi landasan ekonomi tersebut.

Sebagai badan hukum perseroan memiliki hak dan kewajiban. Status
badan hukum tersebut baru dapat diperoleh jika anggaran dasarnya sudah
disahkan oleh menteri kehakiman. Oleh karena itu untuk sctiap perubahan
ketentuan anggaran dasar harus melalui prosedur yang benar untuk
memberikan kepastian hukum. Perseroan dalam mengadakan hubungan
hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh organ perseroan, yang meliputi
RUPS, Direksi dan Komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara
teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar
maupun peraturan perseroan lainnya. Dalam praktek dimasyarakat, akta
perubahan yang seharusnya mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia ternyata ada yang tidak dilaporkan dan tidak mendapat
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bahkan kemudian
ditkuti dengan dikeluarkannya akta perubahan yang lain. Konsekuensinya
adalah adanya ketidakpastian hukum baik untuk intern perseroan sendiri
maupun masyarakat yang memeiliki kepentingan terhadap perseroan tersebut.

Sebagaimana dikatakan Pemerintah, UUPT dengan sengaja membedakan
antara pengesahan dan persetujuan. instrumen pengesahan dipakai dalam rangka
pendirian, sedangkan persetujuan sebagai instrumen perubahan. Pengesahan
berkaitan dengan keberadaan (eksistensi) dan persetujuan tidak berkaitan dengan
keberadaan. Karena itu, UUPT membedakan antara, pengesahan untuk pendirian
PT dan persetujuan untuk perubahan anggaran dasar.

Sebelum Akta Pendirian perseroan memperoleh pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Anggaran Dasar perseroan tidak
berlaku bagi pihak ketiga, dan hanya mengikat para pendiri yang mengadakan
perjanjian intuk mendirikan perseroan terbatas tersebut.

Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman yang berarti
berlakunya anggaran dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak,
baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan
perseroan, maka praktis Anggaran Dasar perseroan telah menjadi undang-
undang bagi semua pihak, dan bukan hanya menjadi undang-undang bagi para
pembuatnya. Walau demikian secara hirarkis anggaran dasar tidak dapat
menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang
membentuknya. yaitu merosotnya kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap
perangkat hukum yang telah tersedia, sehingga akan mendatangkan keresahan
dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi yang sedang giat dilaksanakan.
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